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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki
hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas
dan hak-hak lainnya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk
dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain,
setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum
merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan
hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi
manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu,
perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan
merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat
Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Menurut Kamus Black’s Law: Protection is (1) a. the act of protecting:
defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find
protection under good laws and an upright administration; b. an instance of
this; (2) one who or that which protect.* Perlindungan hukum merupakan suatu

hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan

1 Bryan A Graner. 2004, Black’s Law Dictionary Eighth Edition.St. Paul. West Thomson, him. 1446.
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perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang
melakukan wanprestasi.?

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-
konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan
konsep-konsep recthsstaat dan the rule of law. Konsep pengakuan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan
rechthsstaat dan the rule of law menciptakan sarananya, dengan demikian
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh
subur dalam wadah “rechtsstaat” dan “the rule of law”.3

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui
pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.
Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita
kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.
Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi lebih bersifat
keperdataan yang timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat
atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara,
sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan
pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban
terpidana. Rehablitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun

psikis dan sosial.*

2 Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. him. 9.
3 Satjipto Rahardjo, 2000, IImu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, him 54.

4 Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
antara Norma dan Realita, ed. 1, Jakarta:Raja Grafindo Persada, him.166-167.
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Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban
dapat dilihat dari dua makna, yaitu :°
a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi
korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan
hukum seseorang);

(13

b. dapat dartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang
telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan
“penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa
pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin
(antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi,
kompensasi, jaminan/santunan  kesejahteraan  sosial), dan
sebagainya.

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak
dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan
secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan
yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam
masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang

menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.® Menurut Muchsin,

perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan

5 Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, him. 61.
® Satjipto Rahardjo, 2000, IImu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. him. 53.
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menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam
sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan
hidup antar sesama manusia.’
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor
31 tahun 2014 pengganti UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada
Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atasu lembaga
lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Menurut UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
1 ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan hukum dalam UUD 1945 yang dirumuskan dalam
beberapa pasal, antara lain :
1. Pasal 27 ayat (1) :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

2. Pasal 28D ayat (1) :

7 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta;
magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, him. 14.
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“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

3. Pasal 28H ayat (2) :
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.”

4. Pasal 28l ayat (2) :
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

5. Pasal 281 ayat (4) :
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

6. Pasal 281 ayat (5) :
“Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundangan-undangan.”

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
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dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu : 8
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah
suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
a. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan
bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap
harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang
hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada
Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan
pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana
perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum

preventif dan represif.

¢ Ibid, hal. 20.
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Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya
korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya
suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari
tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian
ini diambil dari beberapa penjelasan mengeni korban.

Menurut Black’s Law Dictionary, victim adalah a person harmed by a
crime, tort, or other wrong. ( Korban adalah seseorang yang menderita oleh
sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah lainnya ).°

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli
maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas
mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang
bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.°

b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan
penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah
berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan

tersebut.!t

° Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, him. 49

10 Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, him 63
1 Romli Atmasasmita, lbid
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c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara
individual maupun Kkolektif telah menderita kerugian, termasuk
kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan
substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan
atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara,
termasuk penyalahgunaan kekuasaan.!2

d. Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar

keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan
sebagai berikut :
Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap
hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (byact) maupun kelalaian (by
omission).:

Menurut “ The Declaration of Basic Principles of Justice For Victims Of
Crime And Abuse Of Power”, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang
dimaksud dengan korban (victims) adalah orang-orang yang secara Individual
atau kolektif mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik atau mental,
penderitaan emosi kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak

asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaranpembiaran (omissions) yang

12 Muladi, Ibid
13 Rena Yulia. 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Cetakan
Pertama.Graha IImu, Yogyakarta, him 49.
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melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi
juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.!*

Pengertian-pengertian korban di atas, penulis mencoba untuk
menyimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang orang-
perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari
perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian / penderitaan bagi diri /
kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau
tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian
ketika membantu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah
viktimisasi.

kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal
dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya
pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukanya suatu
pekerjaan. Walapun yng disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan
perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban

karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

C. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum
Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan
kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik materiil

maupun immateriil.

14 Arif Gosita, Op. Cit., him.335-336
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Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat
diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan / kerugian yang
diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental /
psikis tentunya bentuk ganti rugi / dalam materi / uang tidaklah memadahi
apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya
apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta
bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan berlebihan.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang
pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan
yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut :°
1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP nomor 44 tahun 2008 memberikan
pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang
menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Restitusi dapat berupa :

a. Pengembalian harta milik
b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Konseling

15 Dikdik M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, PT.
Rajagrafindo Perasada, him. 166
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Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai
akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak
pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan
kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti
pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus dalam kekerasan rumah tangga
atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada
korban,umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan soial. Selai
menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin
misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan
lagi. Lebih parah lagi sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh
pengecualian dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga
dan masyarakat sekitarnya. Memperhatikan kondisi korban seperti diatas,
tentunya bentuk pendampingan atau bantuan ( konseling ) yang sifatnya
psikis relatif baik cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti
kerugian dalam bentuk uang.

. Pelayanan / Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu
tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan
kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis
ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang

menimpanya ke aparat untuk kepolisian untuk ditindaklanjutinya.
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4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap
korban kejahatan. Di indonesia bantuan ini bnyak diberikan oleh Lembaga
Swdaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus
Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang
disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan
karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan
hukum yang disediakan oleh Pemerintah.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah
diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh korban. Hal ini penting,
mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar
korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan
tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin
terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan
dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami
oleh korban, pemberian informasi ini memegang yang sangat penting dalam
upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena
melalui informasi inilah diharpkan fungsi kontrol masyarakat terhadap

kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
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Bentuk perlindungan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 tahun

2014 pengganti UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban yaitu:

a.

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

mendapat penerjemabh;

bebas dari pertanyaan yang menjerat;

mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

. dirahasiakan identitasnya;

. mendapat identitas baru;

mendapat tempat kediaman sementara;

. mendapatkan tempat kediaman baru;

.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

mendapat nasihat hukum; dan/atau
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.

mendapat pendampingan.
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Semua dari penjelasan di atas yang terpenting adalah segera dibentuk
lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak
dilakukan di negara-negara maju. Melalui ini diharapkan perlindungan
terhadap korban kejahatan terhadap korban akan lebih memadai, guna
mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini
hendaknya dibangun berdasarkan prespektif korban dengan menjadikan faktor
keamanan sebagai prioritas.

Penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap
korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan
/ kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban
kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh
masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti
pemberian perlindungan / pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat
membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara
memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan,
pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi

manusia serta instrumen penyeimbang.
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